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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Maqashid syariah index dapat di implentasikan untuk mengukur 

kinerja BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).Hasil perhitungan 

secara keseluruhan dengan menggunakan Maqashid syariah index dapat 

diperoleh dengan nilai tertinggi atau peringkat ke-1 yaitu pada BPRS 

Danagung Syariah BPRS.Peringkat ke-2 Madina Mandiri Sejahtera, dan 

terakhir oleh BPRS Mitra Amal Mulia. 

Penerapan Maqashid syariah indextidak sepenuhnya menggunakan 

sepuluh rasio pada tiga indikator maqashid syariah index melainkan 

menggunakan tujuh rasio pada penelitian tersebut. 

Ketiga rasio yang tidak digunakan diantaranya rasio PER (Profit 

Equalization Reserve), Personal income pada rasio zakat dan rasio 

Investment in real soctor.Rasio pengukuran PER pada perbankan syariah 

yang ada di Indonesia belum melaporkan mengenai rasio ini. Hal ini 

merupakan salah satu dampak ketidakadilan karena hak penabung untuk 

menerima profit telah dibatalkan atau ditunda. Rasio pada PER memiliki 

tanda kurung dengan maksud pada laporan keuangan yang ada pada PER 

ini sama dengan nilai kurang dari angka 1. Untuk hal ini jika nilai rasionya 

mendekati 1 berarti cadangan yang dialokasikan untuk rasio PER lebih 

sedikit dengan itu nilai 1 pada rasio PER tidak memiliki cadangan untuk 
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dialokasikan.Oleh karena itu jika rasio (1-PER) tinggi maka bank telah 

mampu mencapai tingkat keadilan yang tinggi. 

Adapaun pada pengukuran rasio PER ini bisa tidak diterapkan 

karena dalam hal ini rasio ini memiliki nilai kurang dari 1.Untuk hal ini 

masuk dalam kategori kebutuhan hajiyat dalam Maqashid Syariah. 

Personal income pada rasio zakat tidak digunakan oleh dua BPRS 

yaitu Madina Mandiri Sejahtera dan Danagung Syariah kecuali oleh BPRS 

Mitra Amal Mulia. Karena kedua BPRS tersebut tidak melaporkan dana 

zakatnya pada laporan keuangan. oleh karena itu pada hasil penelitian ini 

masih kurang penerapan untuk zakat. Seharusnya pada BPRS melaporkan 

dana zakatnya pada laporan tahunan perbankan. Dan rasio zakat juga 

merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim maupun instansi untuk 

menyalurkan dana zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya dan 

itu merupakan bentuk kemaslahatan bagi setiap umat muslim. 

Rasio ketiga yaitu Investment in real sector tidak bisa dihitung 

karena tidak mempublikasikan nilai rasio tersebut pada laporan keuangan 

BPRS.Investasi in real sector pada Bank Umum syariah berupa investasi
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ada nilai pertanian ataupun pertambangan. oleh karena itu pada BPRS 

tidak bisa dihitung perkiraan rasio tersebut dikarenakan BPRS fokus pada 

ekonomi mikro.Dengan hal ini dari 9 rasio yang seharusnya ideal untuk 

dijadikan pengukuran pada MSI namun pada BPRS belum sepenuhnya 

menggunakan 9 rasio tersebut.Sehingga untuk hal ini BPRS masih 

dikategorikan belum bisa mengukur kinerja menggunakan Maqashid 

Syariah Index. 

B. Implikasi 

Implikasi yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Seharusnya sudah menerapkan maqashid syariah sebagai bahan 

evaluasi untuk setiap lembaga keuangan terutama perbankan syariah 

untuk mengukur kinerja agar sesuai dengan prinsip syariah. Karena 

pelaksanaan maqashid syariah merupakan kewajiban  setiap individu 

atau lembaga pemerintah. 

2. Untuk Pihak BPRS 

BPRS perlu memperhatikan pengukuran yang menggunakan 

maqashid syariah untuk dijadikan penentuan kinerja.Hasil penelitian 

ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja dalam menentukan arah 

kerja BPRS untuk kedepannya. 

3. Untuk pihak nasabah 

Pihak nasabah dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja dan dapat 

untuk mempertibangkan keputusan dalam menggunakan layanan 
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BPRS.Dan menjadikan bahan informasi tambahan terkait dengan 

kinerja BPRS. 

 

C. Saran 

1. Keterbatasan penelitian 

a. Peneliti mengalami kesulitan dalam pengambilan data laporan 

keuangan dikarenakan data laporan yang ada di BPRS tidak lengkap 

seperti data laporan keuangan di Bank Umum Syariah. 

b. Peneliti mengalami kesulitan untuk mengakses informasi mengenai 

BPRS yang dijadikan sampel dikarenakan BPRS- BPRS tersebut 

tidak mengakses informasi terbaru pada web resmi BPRS tersebut. 

2. Saran  

a. Manajer bank diharapkan menyiapkan laporan yang menyajikan data 

dengan lengkap pada laporan keuangannya. Hal in akan mendukung  

dalam perhitungan dan pengukuran maqashid syariah index yang 

sesuai dengan indikator-indikator yang ada. 

b. Untuk peneliti lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

penelitian dengan menambah objek penelitian serta menambahkan 

variable rasio keuangan lainnya untuk membandingkan kinerja 

keuangan dengan kinerja maqashid syariah untuk mengukur kinerja 

BPRS. 

c. Untuk pengukuran mengenai maqashid syariah index pada BPRS 

belum sepenuhnya bisa dijadikan alat ukur karena untuk BPRS 
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sendiri belum secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan 

yang sesuai dengan pengukuran sepuluh rasio maqashid syariah 

index.Adapun pada rasio pengukuran maqashid syariah ini juga 

harus menerapkan pengukuran dari segi resiko untuk perbankan 

syariahnya. Sehingga pengukuran dari segi syariah dan finansialpun 

bisa terlaksana pada perbankan syariah ataupun BPRS. 

 


